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Abstract: This article examines the review of Islamic law against regulation of Rokan 
Hulu District No. 5 of 2016 on pre marriage course. Regent’s regulation No. 5 of 
2016 on pre-marriage course is seen under the maslahah mursalah theory. With the 
course, the prospective husband and wife already have a lot of supplies to deal with 
various problems that will arise in the future. In addition, the prospective husband and 
wife are more stable to get marriage because they have already got a lot of knowledge 
and motivation from pre-marriage courses held by the government of Rokan Hulu 
Regency. This program also contains elements of avoiding damage, namely divorce which 
will have a bad consequence for the offspring. Divorce is expected to be avoided by having 
sufficient knowledge about domestic life, especially the rights and obligations of husband 
and wife. Besides using maslahah mursalah, this study also uses the theory of saddu al-
dzari'ah. The high divorce rate in Rokan Hulu regency is due to several factors, namely 
the increasingly sophisticated information technology that facilitates infidelity, the 
unpreparedness of the bride and groom to receive 100 % of their partners post-marriage, 
economic factors, the lack of knowledge about marriage and the lack of religious 
education. The various reasons above, especially the problem of the lack of knowledge 
about marriage can be closed and avoided by the existence of intense marriage supplies. 
One of the debriefings could be through a pre-marriage course program held by the Regent 
of Rokan Hulu. 
Keywords: Regent’s regulation, pre-marriage course, maslahah mursalah, and saddu 
al-dzari'ah 
Abstrak: tulisan ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap 
Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No 5 tahun 2016 tentang 
kursus pra-nikah. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang kursus pra-
nikah dilihat menggunakan teori maslahah mursalah. Dengan adanya kursus 
tersebut, para calon suami dan istri sudah memiliki bekal yang banyak 
untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul di kemudian hari. 
Selain itu, para calon suami dan istri semakin mantap untuk segera 
menikah karena mendapat banyak ilmu dan motivasi dalam kursus pra-
nikah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Program 
ini juga mengandung unsur menghindari atau menolak kerusakan, yakni 
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perceraian yang nantinya memiliki akibat buruk bagi keturunan. Perceraian 
diharapkan bisa dihindari dengan dimilikinya pengetahuan yang cukup 
mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya hak dan kewajiban suami 
istri. Selain menggunakan maslahah mursalah, kajian ini juga menggunakan 
teori saddu al-dzari’ah. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Rokan 
Hulu disebabkan karena beberapa hal, dinataranya faktor teknologi 
informasi yang semakin canggih sehingga memudahkan perselingkuhan, 
ketidaksiapan calon pengantin untuk menerima 100% pasangannya pasca-
pernikahan, faktor ekonomi, faktor minimnya ilmu tentang berumah 
tangga, dan kurangnya pendidikan agama. Berbagai sebab di atas, 
khususnya masalah minimnya ilmu pengetahuan tentang berumah tangga 
bisa ditutup dan dihindari dengan adanya pembekalan yang cukup intens. 
Pembekalan itu bisa melalu program kursus pra-nikah yang diadakan oleh 
Bupati Rokan Hulu. 
Kata Kunci: peraturan bupati, kursus pra-nikah, maslahah mursalah, dan saddu 
al-dzari’ah 
 
Pendahuluan         
Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, merumuskan 
pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir 
dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Perkawinan tidak terlepas dari aspek hukum yang tertuang 
dalam beberapa undang-undang di Indonesia, di antaranya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI). Aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam 
bentuk akad nikah, yakni perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua 
belah pihak. Perjanjian ini dibuat secara tertulis atas persetujuan 
kedua belah pihak. Sebagaimana dalam al-Qur’an Allah telah 
menjelaskan dalam QS. Ar-Ra’d : (38), yang Artinya: “Dan sungguh 
kami telah mengutus para Rasul dari sebelum engkau dan kami jadikan 
mereka istri-istri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul 
mengdatangkan sesuatu ayat (mukjizat) kecuali denagn izin Allah untuk tiap-
tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”1 
Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam, 
perkawinan termasuk dalam lingkup muamalat, yaitu hal yang 
                                                                
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: CV. Nandala, 2004), 
254. 
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mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan di dunia. 
Secara garis besar memiliki arti sebagai berikut: 
1. Hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan 
2. Hubungan antara seseorang di luar hubungan kekeluargaan dan 
rumah tangga 
3. Hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan. 
Dari pembagian tersebut, perkawinan termasuk dalam poin yang 
pertama.2  
Islam memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis 
suatu masyarakat yang baik dan teratur. Sebab perkawinan tidak 
hanya dipersatukan oleh ikatan lahir saja, melainkan juga diikat 
dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut Islam perkawinan bukan 
persetujuan biasa melainkan suatu persetujuan suci, di mana kedua 
belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling 
meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama 
Allah SWT.  
Perkawinan yang dilakukan oleh dua sejoli yang berbeda jenis 
kelamin, merupakan salah satu upaya mahkluk guna mempersatukan 
perbedaan-perbedaan di antara mereka sampai mencapai suatu 
sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen, demi 
mencapai suatu tujuan bersama, yakni terbentuknya sebuah keluarga 
yang bahagia dan kekal.3 
Perkawinan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, 
mengandung makna, bahwa mereka masing-masing sudah harus 
berani lepas dari orang tua asal, untuk selanjutnya membangun 
rumah tangga yang mandiri, tidak bergantung lagi pada keluarganya, 
khususnya ayah dan ibunya. Lewat kemandirian pasangan suami istri 
itu harus menghadapi sendiri tantangan hidup berumah tangga yang 
jenis dan macamnya sangat beraneka ragam. Untuk menyongsong 
tantangan tersebut, diperlukan kematangan jiwa raga bagi masing-
masing calon suami istri yang bersangkutan. Jiwa raga yang belum 
matang, pasti amat rentan dan potensial runtuh saat menghadapi 
gempuran masalah rumah tangga, lalu pada gilirannya berakibat 
perkawinan menjadi putus di tengah jalan. 
                                                                
2 Ibid., 9. 
3 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Reflika Aditama, 2016), 
23. 
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Di daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, perkawinan 
mudah dijalin dan juga sangat mudah diakhiri, sehingga perceraian 
semakin tahun semakin meningkat.4 Pemerintah Provinsi Riau 
seharusnya memberikan solusi yang terbaik untuk masalah ini, 
karena sebuah ikatan perkawinan tidak hanya melibatkan dua insan 
saja melainkan juga melibatkan kedua keluarga laki-laki dan 
perempuan. 
Ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi Riau untuk meminimalisir jumlah perkara perceraian, yakni 
dengan dipersulitnya administrasi dan proses mediasinya lebih 
ditekankan. Tetapi dari upaya tersebut hasilnya masih belum bisa 
mengurangi tingginya perceraian.5 
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah terus 
berupaya mempertahankan ikatan perkawinan warganya. Jika 
perkara perceraian sudah diajukan ke pengadilan agama sudah pasti 
tingkat keberhasilan untuk rujuk itu sangat minim sekali, sehingga 
pemerintah mencoba melakukan upaya penanggulangan terjadinya 
perceraian. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan 
mengeluarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu. Peraturan itu tertuang 
dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang 
Kursus Pra-Nikah.  
Peraturan yang menjelaskan tujuan, sistem, dan materi kursus 
pra-nikah di Kabupaten Rokan Hulu ini diharapkan mampu 
meminimalisir perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama. 
Tujuan adanya kursus ini salah satunya untuk meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga 
dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, serta 
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam 
rumah tangga.6 
Pria dan wanita yang sudah dipersatukan dalam tali 
perkawinan, diharapkan membentuk keluarga yang kekal dan 
bahagia. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, calon 
                                                                
4 Mawardi Subarki, “Bupati Rohul Lounching Kursus Pra Nikah Keluarga 
Sakinah”, ROHULTODAY, (14 Oktober 2015) 
5 Feri Hendrawan, “Catin Wajib Ikut Kursus”, halloriau.com, 16 Oktober 2015 
6 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/524 
Tahun 2013 
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mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga pada saat akan 
melangsungkan perkawinan. Jika sudah matang jiwa dan raga maka 
perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak akan mempengaruhi ikatan 
di antara mereka.7 
Tidak semua daerah menganjurkan kursus pra-nikah, karena 
hal ini belum memiliki aturan tersendiri dari pemerintah. Meskipun 
demikian, dalam tupoksi Kantor Urusan Agama (KUA), salah satu 
tugas dari BP4 ialah melayani konsultasi masalah keluarga. Tetapi 
kinerja BP4 saat ini sudah semakin tidak terlihat sehingga menjadi 
salah satu penyebab terjadinya pertengkaran tanpa solusi dalam 
rumah tangga.8 Melihat hal tersebut, fungsi BP4 seharusnya 
dimaksimalkan lagi.9  
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang 
Kursus Pra-Nikah memiliki maksud dan tujuan, bahwa dalam 
rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah di 
wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu diadakan kursus pra-
nikah bagi calon pengantin/usia nikah. Kursus pra-nikah ini adalah 
pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 
penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin/usia nikah tentang 
kehidupan rumah tangga dan keluarga.10 
Penelitian ini bermaksud mengkaji kebijakan pemerintah 
daerah Rokan Hulu dengan menggunakan perspektif hukum Islam. 
Hal ini sangat penting dilakukan karena peraturan yang diterapkan 
oleh Bupati Rokan Hulu belum tentu diterapkan juga di daerah lain 
sehingga aturan yang telah diterbitkan oleh bupati perlu dianalisis.  
Setelah peneliti menelusuri penelitian terdahulu yang pernah 
dilakukan, ada beberapa peneliti yang menulis dengan tema yang 
hampir sama. Karya Juniarti Harahap yang berjudul “Implementasi 
Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelengaraan Kursus Pra-nikah” misalnya. 
                                                                
7 Ibid., 28. 
8 Heri Kurniawan, Semenjak Sekitar Tahun 2014 Persyaratan Sertifikat Kursus Pra 
Nikah Sudah Tidak Berlaku Lagi Namun BP4 Tetap Memberikan Bimbingan Pernikahan 
Ketika Rafak, KUA Gayungan, 27 Agustus 2015. 
9 Fatoni, Tidak Ada Kursus Pra Nikah Dan Tidak Ada Bimbingan Ketika Rafak, KUA 
Sedati, 02 Juli 2017. 
10 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 
Tahun 2013  
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Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa pelaksanaan pendidikan pra-
nikah terhadap belum optimal sesuai dengan peraturan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pedoman 
penyelenggaraan pra-nikah. Penyelenggaraan belum optimal 
dikarenakan kurang tersosialisasinya peraturan sehingga 
mengakibatkan banyaknya faktor menghambat pelaksanaan 
pendidikan pra-nikah”.11 
Karya Siti Nur Latifah, berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Impelementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: 
DJ.II/491/2009 Tentang Kurusus Calon Pengantin Sebagai Solusi untuk 
Mengurangi Angka Perceraian” membahas, bahwa Peraturan Dirjen 
Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin belum dapat 
dimplementasikan sejak awal diberlakukan, yakni 10 Desember 
2009. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang 
melatarbelakangi, yakni dana, sarana prasarana, animo masyarakat 
dan waktu pelaksanaan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum 
Islam, terdapat korelasi karena implementasi Peraturan Dirjen 
Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam 
kategori maslahah mursalah dan dalam tingkatannya termasuk 
maslahah hajiyyat. Selain itu kursus calon pengantin juga termasuk 
dalam kategori sadd al dzari’ah karena kursus calon pengantin 
merupakan langkah preventif yakni dengan memberikan 
pembekalan kepada pasangan calon pengantin tentang tata cara 
menjalani rumah tangga.12 
Karya Lailatul Siti Anisah, dalam skripsinya yang berjudul 
“Efektivitas Suscatin Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah 
dalam Membentuk Keluarga Bahagia menunjukkan, bahwa korelasi 
0,724 dengan signifikasi 0,000, karena signifikasi < 0,05, maka H0 
                                                                
11 Juniarti Harahap,”Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelengaraan 
Kursus Pra Nikah”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).  
12 Siti Nur Latifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Impelementasi Peraturan 
Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin 
Sebagai Solusi untuk Mengurangi Angka Perceraian”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2014). 
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ditolak dan Hi diterima. Artinya kursus calon pengantin atau 
konseling pranikah efektif dalam membentuk keluarga bahagia.13 
Dari kajian pustaka di atas maka belum ada yang melakukan 
penelitian mengenai Perautan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No. 
5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra-nikah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai 
konsep pencegahan perceraian yang diterapkan oleh Bupati Rokan 
Hulu. Pencegahan itu diterapkan dalam bentuk peraturan Bupati 
Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang kursus 
pra-nikah. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui analisis hukum 
Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau tentang 
kursus pra-nikah. 
Pengertian Perkawinan 
Beberapa ahli memberikan pengertian yang beragam tentang 
perkawinan. Perbedaan ini disebabkan karena mereka berbeda-beda 
dalam memberikan penekanan pada pengertian “Perkawinan”. 
Demi mendapatkan pengertian yang lebih menyeluruh mengenai 
perkawinan, maka terlebih dahulu peneliti memaparkan beberapa 
pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. 
Menurut Ny. Soemiyati, dalam bukunya “Hukum Perkawinan 
Islam”, perkawinan dalam istilah agama berasal dari bahasa 
arab“Nikah”, yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk 
mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk 
menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan 
dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan 
suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang 
dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.14 
Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan itu dirumuskan mengenai pengertian 
perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dasar perkawinan, 
yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
                                                                
13 Lailatul Siti Anisah, “Efektivitas Suscatin Kursus Calon Pengantin atau 
Konseling Pranikah dalam Membentuk Keluarga Bahagia”, (Skripsi-UIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2015).  
14 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 
Liberty, 1999), 8. 
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suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.15 
Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam 
adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mithaqan ghalidzan, untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai 
pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan 
kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut 
sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan 
pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling 
membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah 
tangga.16 
Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari 
hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “Hidup 
membujang bukanlah ajaran Islam Nabi Muhammad SAW. Nabi 
Muhammad SAW melarang hidup membujang. Dan barang siapa 
yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang 
benar”.17 
Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka tertentu, tetapi 
untuk selama hayat dikandung dalam badan. Baik suami maupun 
istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang sehingga 
tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena 
hubungan suami-istri sangatlah suci, terhormat, tinggi nilainya sesuai 
dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.18 
Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet 
Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai 
berikut:19 
a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan 
sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan 
                                                                
15 Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
16 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat Jilid I dan II  (Bandung : Pustaka 
Setia, 1999), 12. 
17 Abdul Wahid, Rahasia Perkawinan Islam  (Bandung : Hasanah Press,1989), 17. 
18 Aminudin, Fiqh Munakahat  (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 77-78. 
19 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat Jilid I dan II (Bandung : Pustaka 
Setia, 1999), 17. 
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sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan 
dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan 
kesenangan dan kepuasan. 
b. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 
akad dengan menggunakan lafadzh “nikah” atau “zauj”, yang 
menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang 
dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan. 
c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 
akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan 
dengan tidak mewajibkan adanya harga. 
d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 
dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “tazwij” untuk 
mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat 
memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya20. 
Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang 
mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. 
Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat 
untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang 
bertujuan membentuk sakinah mawaddah warahmah di dunia. 
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan 
manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali 
perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat 
membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh 
rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan 
keluarga tersebut, perkawinan yang tidak cukup hanya bersandar 
pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Quran dan as-Sunnah yang 
sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan 
hukum suatu negara. Perkawinan sah jika menurut hukum Allah dan 
hukum negara memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 
Tujuan Perkawinan 
Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan 
memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. 
Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang hanya 
menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah 
perantara yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan 
                                                                
20 Ibid., 17. 
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perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung 
oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara 
kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, 
anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya 
dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah 
juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada 
pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana 
layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, 
bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin 
juga dapat menimbulkan pembunuhan yang fatal. Tujuan 
pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak 
manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang 
terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan 
baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut 
adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi 
keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa 
depan masyarakat dan Negara.21 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dapat 
disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diamati tujuan perkawinan 
menurut konsepsi Undang-undang perkawinan tersebut, ternyata 
bahwa konsepsi undang-undang perkawinan nasional tidak ada yang 
bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum 
Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan di 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menunjang 
terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.22 
Menurut Masdar Hilmi dalam Wasman dan Wardah 
Nuroniyah, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi 
kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk 
membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan 
dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, 
                                                                
21 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat  (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 20. 
22 Mustaming, Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Lawu, 
(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 60. 
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dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi 
yang bersangkutan keluarga dan masyarakat.23 
Dikatakan oleh Sulaiman Rosyid, Bahwa secara teori tujuan 
pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu 
sampai sekarang, diantaranya mengharap harta bendanya, 
mengharap kebangsawannya, ingin melihat kecantikannya, dan 
agama serta budi pekertinya yang baik. 
Pertama mengharap harta benda. Kehendak ini datang dari 
pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Misalnya ingin 
menikah dengan seseorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa 
pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan 
kehendak masyarakat. Pandangan ini bukanlah pandangan yang 
sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal 
itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya dibawah pengaruh 
perempuan dengan hartanya. Hal demikian adalah berlawanan 
dengan hukum alam dan kekuasaan Allah yang menjadikan manusia 
sebagai makhluk yang merdeka. Allah telah menerangkan dalam al-
Qur’an cara yang terbaik bagi aturan kehidupan manusia, yaitu di 
dalam QS. An-Nisa : 34 yang artinya :  
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagia yang lain 
(wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 
dari harta mereka. oleh sebab itu, maka wanita yang sholiha ialah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika 
mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.24 
Kedua mengharapkan kebangsawannya. Ini juga tidak akan 
memberikan faedah sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan 
bertambah hina dan dihinakan, karena kebangsawanan salah 
                                                                
23 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 
Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif  (Yogakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 37. 
24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: CV. Nandala, 2004), 
84. 
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seorang di antara suami istri itu tidak akan berpindah kepada orang 
lain. Sebagaimana sabda Rasululullah SAW : 
 َمْن تَ َزوََّج اْمرَأًَة لِِعزََّها ََلْ يَزِْدُه ِااَلِذالا 
Artinya: “Barang siapa menikahi seorang perempuan karena 
kebangsawanannya, niscaya Allah tidak akan menambah, kecuali 
kehinaan.”25  
Ketiga karena kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit 
lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan 
sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang 
dapat bertahan sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan 
sombong karena kecantikannya itu. Sabda Rasulullah SAW : 
ْمَواِلِِنَّ اَْن َتْطِغْيِهنَّ الَتَ َزوَُّجْوُهنَّ آِلْمَواِلِِنَّ فَ َعَسى اَ ِدْيِهنَّ وَ الَتَ َزوَُّجوا النِ َساءَ ِِلُْسِنِهنَّ فَ َعَسى ُحْسِنِهنَّ اَْن يُرِ 
ْيِن َواَلَمٌة َسْوَداُْء َذاِت ِديْ  ٍن اَْفَضُل.َوَلِكْن تَ َزوَُّجوُهنَّ َعَلى الدِ   
Artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena 
kecantikannya mungkin kecantikannya itu akan membawa 
kerusakan bagi sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka 
karena harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan 
mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar 
agamanya”26 
Keempat karena agama dan budi pekertinya. Inilah yang patut 
dan menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat 
menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta 
semua keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT di surah An Nisa 
ayat 34 yang artinya: “oleh sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 
karena Allah telah memelihara (mereka).27 
Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau 
memandangnya, ia menyenangkanmu dan jika engkau 
menyuruhnya, dituruti perintahmu, dan jika engkau bepergian, 
dipeliharanya hartamu dan dijaga kehormatannya. Dasar pijakan 
seseorang yang menikah seharusnya karena melihat agama dan budi 
                                                                
25 Al Bukhari, Al-Jami’ ash-Shahih, (Jakarta: Pustaka As Sunnah) 
26 Ibid., 
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: CV. Nandala, 2004), 
84. 
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pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah yang 
menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan.28 
Bimbingan Menuju Perkawinan 
Bimbingan menuju perkawinan sangat diperlukan untuk 
mencapai keluarga yang bahagia. Bimbingan perkawinan adalah 
proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam 
menjalankan perkawinan dan kehidupan berumahtangganya bisa 
selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat 
mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.29 
Tujuan bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut :30 
1. Membantu seseorang memecahkan timbulnya berbagai masalah 
yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain: 
a. Membantu seseorang memahami hakikat dan tujuan 
perkawinan menurut Islam. 
b. Membantu seseorang memahami persyaratan-persyaratan 
perkawinan menurut Islam dan perundang-undangan. 
c. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk 
menjalankan perkawinan. 
2. Membantu orang memecahkan berbagai masalah yang berkaitan 
dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, antara lain 
dengan jalan : 
a. Membantu seseorang memahami masalah yang dihadapinya. 
b. Membantu seseorang memahami kondisi dirinya dan keluarga 
serta lingkungannya. 
c. Membantu seseorang menetapkan pilihan upaya pemecahan 
masalah yang dihadapi sesuai ajaran Islam. 
3. Membantu seseorang memelihara situasi dan kondisi pernikahan 
dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar 
jauh lebih baik, yakni dengan cara : 
a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan 
berumah tangga yang semula telah terkena masalah dan telah 
teratasi agar tidak menjadi masalah kembali. 
                                                                
28 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 19-
23. 
29 Bambang Ismaya, Bimbingan dan Konseling  (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 
120. 
30 Ibid., 120. 
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b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan yang lebih 
baik (sakinah mawaddah warahmah). 
Dalam proses bimbingan atau disebut konseling pra-nikah, 
calon pasangan suami istri perlu menanamkan beberapa faktor 
penting yang menjadi prasyarat memasuki perkawinan dan berumah 
tangga.  sebagaimana dalam faktor-faktor tersebut adalah :31 
1. Faktor fisiologis (anggota tubuh) dalam perkawinan adalah 
kesehatan pada umumnya, kemampuan mengadakan hubungan 
seksual. Faktor ini menjadi penting untuk dipahami suami istri, 
karena salah satu tujuan perkawinan adalah menjalankan fungsi 
regenerasi (meneruskan keturunan keluarga). Pemahaman 
kondisi masing-masing akan memudahkan proses adaptasi dalam 
hal pemenuhan kebutuhan ini. 
2. Faktor psikologis dalam perkawinan adalah kematangan emosi 
dan pikiran, sikap saling dapat menerima dan memberikan cara 
kasih antara suami istri dan saling pengertian antara suami istri. 
Faktor psikologi menjadi landasan penting dalam mencapai 
keluarga sakinah, tanpa persiapan psikologis yang matang baik 
suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 
berbagai kemungkinan yang terjadi kehidupan rumah tangga 
yang akan dijalani. Sebab dalam keluarga pasti memiliki dinamika, 
tidak selamanya bahagia dan damai, tetapi pasti sering terjadi 
konflik dari yang sederhana sampai yang kompleks. 
3. Faktor agama dalam perkawinan merupakan hal yang penting 
dalam membangun keluarga. Perkawinan beda agama akan 
cenderung lebih tinggi menimbulkan masalah bila dibandingkan 
dengan perkawinan seagama. Agama merupakan sumber yang 
memberikan bimbingan hidup secara menyeluruh baik termasuk 
dengan panduan agama, keluarga bahagia yang diidam-idamkan 
tiap pasangan lebih mudah tercapai. 
4. Faktor komunikasi dalam perkawinan, komunikasi menjadi hal 
sentral yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri. 
Membangun komunikasi yang baik menjadi pintu untuk 
menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu timbulnya 
konflik yang lebih besar dalam keluarga. 
                                                                
31 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: Andi, 2010).,32. 
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Prinsip Mempersulit Perceraian 
Perceraian dalam Islam di kenal sebagai talak, menurut istilah 
syara’ berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan 
perkawinan. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa 
perceraian atau talak ialah melepas ikatan tali perkawinan dan 
mengakhiri hubungan perkawinan sehingga setelah putusnya ikatan 
perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi 
dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan 
perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang 
megakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi dua, dari dua 
menjadi satu,dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi 
dalam talak raj‘iy.32 
Salah satu perbuatan yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh 
Allah ialah perceraian. Akan tetapi perceraian diperbolehkan apabila 
ada suatu hal yang akan menyebabkan suatu permasalahan yang 
lebih besar dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) pasal 116, dijelaskan mengenai alasan-alasan 
diperbolehkannya pernceraian, yakni : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun 
berturut-urut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain di luar kemampuannya 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakait dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau 
isteri. 
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam 
rumah tangga. 
7. Suami melanggar ta’lik talaq. 
                                                                
32 Ghazaly, Abd Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 192 
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8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidak rukunan dalam rumah tangga33 
Ada tiga akibat yang timbul dari perceraian yang dilakukan 
suami dan istri, ketiga akibat tersebut yakni, 34 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka 
pengadilan yang memberi keputusan 
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka 
pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu 
kewajiban bagi bekas istri. 
Maslahah Mursalah 
Maslahah mursalah adalah metode penetapan hukum 
berdasarkan kemslahatan universal sebagai tujuan syara’, tanpa 
berdasarkan secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika 
terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti 
ia menjadi qiyas. Sedangkan jika terdapat nas yang secara tekstual 
menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal. Dari segi 
sifatnya yang mengutamakan maksud syara’, maslahah mursalah 
disamakan dengan istihsan bi al-darurah. Imam malik memakai 
metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis kemslahatan 
manusia, yakni: daruriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Maslahah mursalah 
berlandaskan pada kemslahatan yang bersifat daruri, yakni: 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.35 
Penerapan maslahah mursalah harus memenuhi empat syarat,  
1. Daruriyah (kemaslahatannya sangat esensial dan primer) 
2. Qath’iyyah (kemaslahatannya sangat jelas dan tegas) 
3. Kuliyyah (kemaslahatannya bersifat universal) 
                                                                
33 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, 
(Bandung: CV. Nuansa Aulia Cet. 1, 2008) , 36. 
34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
35 Hamka Haq, Al-Syathibi (Jakarta : Erlangga, 2007), 250 
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4. Mu’tabarah (kemaslahatan berdasarkan dalil universal dari 
keseluruhan qarinah).36 
Untuk memakai metode maslahah mursalah secara benar dan 
tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga 
syarat. Pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung 
kemaslahatan dan pokok (paradigma) maslahah universal yang 
disebut ushul, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath’i 
sehingga sejalan dengan maslahah yang menjadi tujuan syara’ meski 
tidak disebut secara tekstual olehsatu dalil pun.37 
Kedua, kemaslahan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena 
adanya kesesuaian dengan paradigm maslahahyang dapat diterima 
secara universal oleh para ahli logika.  
Ketiga, dalam penggunanya, maslahah dapat menghilangkan 
kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia 
mengalami kesulitan itu. Allah SWT berfirman, artinya: ….dan Allah 
mengadakan atas kamu kesulitan dalam agama…(QS. Al-hajj (22):78)38 
Di samping itu, para penganut teori maslahah mursalah, 
khususnya Madzab Maliki, mengemukakan setidaknya ada tiga 
alasan, seperti Abu Zahrah kemukakan. Pertama, para sahabat 
Rasulullah SAW telah menerapkan maslahah mursalah. Contohnya 
adalah pengumpulan al Qur’an dan penulisnya dalam satu mushaf 
yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dasar 
pelaksanaannya adalah maslahah, yakni demi terpeliharanya al-Quran 
agar nilai mutawatirnya tidak berkurang akibat wafatnya para 
sahabat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al 
Baqarah ayat 185 yang artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, 
dan tidak menghendaki kemungkaran”39 
Allah hendak menambahkan bahwa maslahah mursalah sama 
sekali tidak meninggalkan nas-nas syariat yang qath’i, tapi hanya 
berhadapan dengan nas-nas yang sifatnya zhanni. Maslahah mursalah 
justru berdasar pada kandungan umum dari syariat yang tujuannya 
adalah kemaslahatan. Dengan demikian, metode tersebut dapat 
                                                                
36 Ibid., 251. 
37 Ibid., 251-252. 
38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: CV. Nandala, 
2004), 341. 
39 Ibid., 28. 
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menjadi qath’i. Jika suatu nas mengandung pengertian umum yang 
sifatnya tidak qath’i, maslahah berfungsi men-takhshish-kannya.40 
Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam 
menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak 
langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Juga 
dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan 
manusia kepada lima hal tersebut. 
Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 
maslahah ada tiga macam, yaitu: maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, 
dan maslahah tahsiniyah. 
1. Maslahah daruriyah ( الضرورية املصلحة ) adalah kemaslahatan yang 
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. 
Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja 
dan prinsip-prinsip tidak ada. Segala usaha yang secara langsung 
menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut 
adalah baik atau maslahah dalam tingkatan daruri. Karena itu Allah 
memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan 
kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang 
secara langsung menuju pada menyebabkan lenyap atau rusaknya 
satu di antara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah 
melarang. 
2. Maslahah Hajiyah (املصلحة اِلاجية) adalah kemaslahatan yang tingkat 
kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat 
dharuri. Bentuk kemaslatannya tidak secara langsung bagi 
pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara 
tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang 
memberi kemudahan bagi pemenuhan hidup manusia. 
3. Maslahah tahsiniyah(المصلحة التحسينية) adalah maslahah yang 
kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, 
juga tidak sampai hajiyat. Namun kebutuhan tersebut perlu 
dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan 
bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga 
berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.41 
                                                                
40 Hamka Haq, Al-Syathibi (Jakarta : Erlangga, 2007), 253. 
41 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), 371-372. 
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Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu 
Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil 
dari pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada 12 Oktober 
1999 berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 dan UU No. 11 tahun 
2003 tentang perubahan UU RI No. 53 Tahun 1999, yang diperkuat 
dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, 
tanggal 26 Agustus 2004.42 
Rokan hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang 
terletak di barat laut Pulau Sumatra. Kabupaten yang diberi julukan 
Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449,85 Km2. 
Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan 
Kabupaten Rokan Hilir, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi 
Sumatra Utara dan Sumatra Barat, sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Siak, serta sebelah selatan 
berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.43 
Jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu di tahun 2014 
berjumlah 568.576 jiwa. Kabupaten ini memiliki berbagai macam 
suku dan ragam budaya. Sebagian besar merupakan keturunan suku 
Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, 
Minangkabau, Sunda, Batak, dan masih terdapat masyarakat 
terasing, yakni Suku Bonai dan Suku Sakai, dua suku pertama dan 
suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu. Masyarakat Rokan 
Hulu masih sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi 
keseharian yang mereka miliki. Hukum dan adat masih berpengaruh 
dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dari upacara perkawinan, 
penyambutan tamu negeri, dan acara budaya lainnya.44 
Latar Belakang ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu 
Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra-nikah 
Pada tahun 2012 hingga 2016, kabupaten ini mengalami 
peningkatan perceraian setiap tahunnya. Jumlahnya berkisar 1.042 
pasang, sedangkan pernikahan yang telah dinyatakan oleh 
Kementerian Agama Rokan Hulu mencapai 3.587 pasang. Hal ini 
menunjukkan bahwa angka perceraian telah menebus angka 29.05% 
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setiap tahunnya, sehingga dari sepuluh pasangan suami istri yang 
telah menikah tiga pasangan suami istri di antaranya telah bercerai.45 
Sebagian besar perceraian dilakukan pasangan suami istri 
melalui Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Namun juga banyak 
pasangan suami istri yang berpisah di bawah tangan. Berdasarkan 
keterangan yang dikatakan Kementerian Agama Rokan Hulu dan 
data dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian diketahui, bahwa tren 
peningkatan angka perceraian terjadi selama tiga tahun terakhir.46 
Menurut Bapak Ahmad Supardi, Ketua Kemenag Provinsi 
Riau, perceraian pada tahun 2012 sebanyak 374 pasangan suami istri. 
Di tahun berikutnya naik menjadi 430 pasangan suami istri, dan pada 
tahun 2014 bertambah menjadi 521 pasangan suami istri. Data di 
atas merupakaan data resmi, sementara yang melakukan perceraian 
tanpa melalui pengadilan agama jumlahnya tidak diketahui.  
 
Gambar 1: Grafik Angka Perceraian di Kabupaten Rokan Hulu Riau 
Diketahui, bahwa tingginya angka perceraian disebabkan oleh 
beberapa hal, diantaranya:47 
1. Ketidaksiapan calon pengantin menerima pasangannya pasca 
menikah 
2. Faktor ekonomi 
3. Minimnya pengetahuan tentang seluk beluk rumah tangga 
                                                                
45 Mawardi Subarki, “Tingkat Perceraian di Rohul Meningkat Setiap Tahun”, 
ROHULTODAY, (28 Agustus 2017) 
46 Ibid,. 
47 Didi Rinaldo, “Tinggi Tingkat Perceraian Pasutri di Kabupaten Rokan Hulu”, 
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4. Suami beralih hobi memelihara burung dan membiarkan istrinya 
jarang mendapatkan belaian 
5. Ditinggalkan suami tanpa keterangan 
6. Pesan singkat atau SMS gelap, facebook, twitter perselingkuhan 
7. Kurangnya pendidikan Agama 
Kondisi ini sangat berbahaya untuk ke depannya, sebab 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu 
universitas terkemuka di Indonesia dan Amerika Serikat, 
menunjukkan bahwa kenakalan remaja dan penyakit masyarakat 
pada umumnya dipicu dari keluarga yang berantakan (broken home).48 
Bapak Ahmad Supardi berharap kepada Pemerintah daerah, 
Kementerian Rokan Hulu, para Kepala Kantor Urusan Agama 
kecamatan, dan Majelis Agama seperti Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) dan Ormas Islam untuk memberikan perhatian serius 
terhadap masalah ini. 
Prosedur Kursus Pra-nikah dalam Peraturan Bupati Rokan 
Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra-
Nikah 
Kursus pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada 
calon pengantin / usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan 
keluarga. Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga / keluarga dalam 
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi 
perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di 
wilayah Kabupaten Rokan Hulu.49 
Kursus pra-nikah ini wajib diikuti oleh calon pengantin yang 
akan melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, 
yakni laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan 
perempuan muslimah sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
Sebagai tanda bukti keikutsertaan dalam acara ini, maka pemerintah 
setempat akan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti 
kelulusan.50 
                                                                
48 Ibid,. 
49 Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 5 Tahun 2016 
50 Ibid., 5. 
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Pelaksana dari program ini ialah kantor kementerian agama 
bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, 
badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) 
Kabupaten Rokan Hulu, Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir 
Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan BP4 kecamatan, serta 
masjid besar kecamatan yang mendapat akreditasi dari kantor 
kementerian agama. Tempat penyelenggaraan kursus pra-nikah 
untuk Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, dan 
Bangun Purba juga dilaksanakan di Masjid Agung Madani Islamic 
Centre Pasir Pengaraian. Selain kecamatan di atas, tempat 
penyelenggaraannya juga dilaksanakan di masjid besar masing-
masing kecamatan. Lebih spesifik lagi amanah penyelenggaraan 
kursus pra-nikah diberikan kepada BP4 (Badan penasehat 
pembinaan dan pelestarian perkawinan), yakni  organisasi 
profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja 
kementerian agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah 
warahmah.51 
Kursus pra-nikah dimaksudkan untuk meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau 
keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, 
serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan 
dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kursus ini 
wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan melangsungkan 
pernikahan di wilayah tersebut.52 
Materi dan Narasumber Kursus Pra-nikah dalam Peraturan 
Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Kursus Pra-nikah 
Kursus pra-nikah yang diterapkan Bupati Rokan Hulu 
materinya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :53 
1. Kelompok Dasar 
2. Kelompok Inti  
3. Kelompok Penunjang 
                                                                
51 Ibid., 4. 
52 Ibid., 3. 
53 Ibid., 5. 
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Metode yang digunakan ialah metode ceramah, diskusi, dan 
tanya jawab. Narasumbernya terdiri dari pemerintah yang 
membidangi masalah perkawinan, konsultan perkawinan dan 
keluarga, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki 
kompetensi sesuai dengan keahliannya. Materinya diberikan 
sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran sebagaimana tercantum dalam 
lampiran.54 
Materi yang ada di kelompok dasar meliputi: 
1. Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga 
sakinah dan kursus pra-nikah 
2. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan 
keluarga sakinah 
3. Peraturan perundang-undangan KDRT (kekerasan dalam rumah 
tangga) dan masalah perselisihan dalam rumah tangga serta solusi 
penyelesaiannya 
4. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.  
Peraturan perundang-undangan dalam hal perkawinan dan 
pembinaan keluarga sakinah merujuk kepada UU Perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam, dan pedoman keluarga sakinah. Uraian 
materinya meliputi:55 
1. Konsep perkawinan 
2. Asas perkawinan 
3. Pembatasan poligami 
4. Batasan usia nikah 
5. Pembatalan perkawinan 
6. Perjanjian perkawinan 
7. Harta bersama 
8. Hak dan kewajiban 
9. Masalah status anak 
10. Perkawinan campuran 
11. Keluarga sakinah 
Mengenai peraturan perundang-undangan KDRT (kekerasan 
dalam rumah tangga) dan masalah perselisihan dalam rumah tangga 
serta solusi penyelesaiannya, peraturan ini merujuk kepada UU 
                                                                
54 Ibid., 5. 
55 Ibid., 7. 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 07, Nomor 02, Desember 2017 
 
487  
Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan UU KDRT 
No. 23. Materi yang diajarkan terdiri dari:56 
1. Perceraian dan penyebabnya 
2. Bentuk-bentuk perselisihan dalam rumah tangga 
3. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
4. Bentuk-bentuk KDRT 
5. Faktor-faktor penyebab KDRT 
6. Dampak KDRT 
7. Prosedur perceraian 
8. Harta gono-gini 
9. Hak asuh anak sesudah perceraian 
Selanjutnya peraturan perundang-undangan tentang 
perlindungan anak merujuk pada UU Perlindungan anak. Materinya 
meliputi:57 
1. Tanggung jawab pemerintah dan keluarga terhadap perlindungan 
anak 
2. Pengertian anak 
3. Hak dan kewajiban anak 
4. Kedudukan anak dalam Islam 
Kelompok selanjutnya ialah kelompok inti. Kelompok ini 
memiliki dua mata kursus, yakni hukum munakahat dan pelaksanaan 
fungsi-fungsi keluarga. Mata kursus hukum munakahat, materi 
pokoknya meliputi fiqh nikah dengan uraian materi meliputi: 
1. Konsep dasar perkawinan 
2. Tujuan dan hikmah perkawinan 
3. Syarat dan rukun perkawinan 
4. Akad nikah dan ijab kabul 
5. Hak dan kewajiban suami istri 
6. Mu’asarah bil ma’ruf 
7. Adab nikah 
8. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak58 
Materi ini dilaksanakan dalam dua pertemuan dan durasinya 
empat jam pelajaran. Pada bagian Pelaksanaan fungsi-fungsi 
                                                                
56 Ibid., 8. 
57 Ibid., 8. 
58 Ibid.,8. 
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keluarga, materi pokoknya dibagi menjadi beberapa bagian, di 
antaranya: 
1. Fungsi agama 
2. Fungsi reproduksi 
3. Fungsi kasih sayang dan afeksi 
4. Fungsi perlindungan 
5. Fungsi pendidikan 
6. Fungsi ekonomi 
7. Fungsi sosial budaya59 
Fungsi agama membahas mengenai fungsi nilai-nilai ajaran 
Islam dalam keluarga, fungsi pemeliharaan fitrah menusia, dan 
penguatan tauhid dengan pengembangan. Kemudian fungsi kasih 
sayang dan afeksi membahas mengenai kasih sayang dan afeksi 
sebagai kebutuhan dasar, kedekatan dan kelekatan fisik dan 
batiniyah anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis 
sebagai sunnatullah, dan kasih sayang sebagai landasan amal sholeh 
yang memberi manfaat bagi sesama. Fungsi selanjutnya yakni 
perlindungan. Hal-hal yang dibahas meliputi perlindungan terhadap 
anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian dan perlindungan 
terhadap hak tumbuh kembang anak. Pada fungsi pendidikan, uraian 
materi yang disampaikan ialah fungsi keluarga bagi pembentukan 
karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan 
modeling, serta fungsi membangun benteng moralitas. Selanjutnya 
ialah fungsi ekonomi. Materi yang disampaikan meliputi fungsi 
produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelajaran 
untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga, 
keseimbangan antara income dan pengeluaran, dan tata kelola 
keuangan keluarga. Terakhir ialah fungsi sosial budaya. Uraian 
materinya ialah keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari 
massyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, 
nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat, dan  
nilai-nilai agama.  
Kelompok terakhir bernama kelompok penunjang. Mata 
kursusnya hanya membahas mengenai manajemen rumah tangga 
dengan empat materi pokok, yakni:60 
                                                                
59 Ibid., 10. 
60 Ibid., 10. 
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Pada bagian pengertian yang dibahas ialah: 
a. Pengertian psikologi perkawinan 
b. Pengertian keluarga 
c. Ruang lingkup psikologi keluarga 
d. Upaya mencapai keluarga sakinah 
Uraian mengenai upaya mencapai keluarga sakinah yang 
dibahas ialah: 
a. Membentuk akhlak luhur 
b. Menegakkan rumah tangga islami 
c. Meningkatkan ibadah 
2. Keluarga  
Pada bagian keluarga, materi yang disampaikan meliputi: 
a. Harmonisasi suami istri 
b. Orang tua dan anak 
c. Anak dengan anak 
d. Anak dengan anggota keluarga lain 
e. Kebersamaan dalam keluarga 
3. Kesehatan keluarga 
Terakhir yakni kesehatan keluarga, uraian materinya 
meliputi: 
a. Kesehatan reproduksi 
b. Kesehatan anak 
c. Kesehatan lingkungan 
d. Gizi keluarga 
Kewajiban Kursus Pra-Nikah dalam Peraturan Bupati Rokan 
Hulu Riau 
Fenomena tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten 
Rokan Hulu membuat Bupatinya mengambil tindakan tegas. 
Tindakan tegas itu diterapkan dalam peraturan bupati untuk 
mengadakan kursus pra-nikah bagi calon pengantin yang hendak 
menikah. Data dari Pengadilan Agama Pasir Pangaraian 
menunjukkan bahwa dari jumlah 365 hari dalam setahun angka 
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perceraian mencapai 696 kasus. Artinya kurang lebih setiap hari ada 
dua orang yang bercerai.61 
Bupati Rokan Hulu memberikan kebijakan untuk mengurangi 
perpecahan dalam rumah tangga, sehingga pasangan suami istri 
mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing. Dengan 
pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing maka 
tidak ada yang saling menuntut, saling berprasangka buruk, dan 
ujung-ujungnya terjadi pertengkaran bahkan sampai perceraian. 
Pasangan suami istri juga harus memahami ilmu fiqih dalam 
menjalani kehidupan sehari-hari, seperti sholat, mandi, 
membersihkan diri dan lainnya. Dengan adanya pembekalan seperti 
itu dapat mengurangi angka perceraian, sehingga terbentuk keluarga 
yang sakinah, mawaddah, rohmah, warobbun ghofur. 
Adanya kegiatan kursus pra-nikah untuk calon pengantin ini 
sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah, sehingga semua biaya 
ditanggung oleh pemerintah melalui APBD, APBN, dan peserta 
kursus pra-nikah. Program ini menjadi sebuah kewajiban dan syarat 
nikah untuk warga di Kabupaten Rokan Hulu. Program ini 
diharapkan benar-benar dikerjakan secara serius dan 
berkesinambungan oleh pihak-pihak yang diberi amanah. Bukan 
dikerjakan seadanya dan sebagai formalitas saja, serta adanya 
pungutan liar untuk mengeluarkan sertifikat tanpa ikut acara kursus 
pra-nikah dari awal hingga akhir. Jika hal ini terjadi maka program 
yang baik ini akan sia-sia dan tidak ada gunanya. 
Peraturan Bupati Rokan Hulu Ditinjau dari Tujuan 
Perkawinan 
Agama Islam ialah agama yang sempurna dan universal. Semua 
aspek kehidupan manusia sudah diatur di dalam agama Islam, 
termasuk perkawinan. Menurut Ny. Soemiyati, SH dalam bukunya 
“Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa perkawinan dalam 
istilah agama berasal dari bahasa arab“Nikah”, yakni melakukan 
suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang 
laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 
kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah 
                                                                
61 “Tingginya Angka Perceraian, Pemkab Rohul Launcing Program Penyuluhan 
Pra Nikah”, riaugreen.com, (06 Oktober  2017) 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 07, Nomor 02, Desember 2017 
 
491  
pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang 
diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang 
diridhoi oleh Allah.62 Menurut Masdar Hilmi dalam Wasman dan 
Wardah Nuroniyah, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk 
memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga 
sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan 
memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga 
untuk mencegah perzinaan, dan juga agar terciptanya ketenangan 
dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan keluarga dan 
masyarakat.63 
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 
angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu masih cukup tinggi. 
Data dari Pengadilan Agama Pasir Pangaraian menunjukkan bahwa 
dari jumlah 365 hari dalam setahun angka perceraian mencapai 696 
kasus. Artinya kurang lebih setiap hari ada dua orang yang bercerai. 
Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup warga Kabupaten 
Rokan Hulu. Semakin banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan dari 
perceraian ini, diantaranya kenakalan remaja, tindak kriminalitas, 
serta penyalahgunaan narkotika yang timbul dari fenomena 
perceraian. 
Kursus pra-nikah yang diadakan Bupati Rokan Hulu melalui 
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2006 sangat baik untuk 
dilaksanakan. Mengingat angka perceraian di daerah sana tergolong 
masih sangat tinggi. Tujuan utama diadakannya kursus pra-nikah ini 
ialah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang 
kehidupan berumah tangga / keluarga. Bekal pemahaman inilah 
yang diharapkan bisa digunakan untuk calon pengantin setelah 
melangsungkan akad nikah di KUA atau rumah calon pengantin. 
Banyak ilmu yang akan di dapat oleh calon pengantin dari acara ini, 
diantaranya hak dan kewajiban masing. Dengan mengetahui hak dan 
kewajiban masing-masing maka hal-hal seperti saling menuntut, 
saling berprasangka buruk, dan saling menghujat yang bisa 
                                                                
62 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 
Liberty, 1999), 8. 
63 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 
Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif  (Yogakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 37. 
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menimbulkan pertengkaran bahkan sampai perceraian bisa 
dikurangi. 
Peraturan Bupati Rokan Hulu Ditinjau dari Segi Pentingnya 
Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 
Salah satu kenikmatan hidup di dunia ialah perkawinan. 
Perkawinan yang sehat dan harmonis sangat diinginkan oleh banyak 
orang. Dengan adanya pernikahan seperti ini maka anak-anak yang 
lahir akan memiliki ilmu dan pengetahuan yang baik untuk menjalani 
kehidupan di dunia. Namun kenyataannya tidak semua perkawinan 
berjalan dengan harmonis, banyak yang mengalami nasib sebaliknya 
disebabkan karena kurang adanya ilmu dan bimbingan dalam 
berumah tangga. Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian 
bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan 
kehidupan berumahtangganya bisa selaras dengan ketentuan dan 
petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan 
di akhirat.64 Dalam proses bimbingan pra-nikah, calon pasangan 
suami istri perlu menanamkan beberapa faktor penting yang menjadi 
prasyarat memasuki dunia perkawinan dan berumah tangga, yakni:65 
1. Faktor fisiologis (anggota tubuh) dalam perkawinan adalah 
kesehatan pada umumnya, kemampuan mengadakan hubungan 
seksual. Faktor ini menjadi penting untuk dipahami suami istri, 
karena salah satu tujuan perkawinan adalah menjalankan fungsi 
regenerasi (meneruskan keturunan keluarga). Pemahaman 
kondisi masing-masing akan memudahkan proses adaptasi dalam 
hal pemenuhan kebutuhan ini. 
2. Faktor psikologis dalam perkawinan adalah kematangan emosi 
dan pikiran, sikap saling dapat menerima dan memberikan cara 
kasih antara suami istri dan saling pengertian antara suami istri. 
Faktor psikologi menjadi landasan penting dalam mencapai 
keluarga sakinah, tanpa persiapan psikologis yang matang baik 
suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 
berbagai kemungkinan yang terjadi kehidupan rumah tangga 
yang akan dijalani. Sebab dalam keluarga pasti memiliki dinamika, 
                                                                
64 Bambang Ismaya, Bimbingan dan Konseling  (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 
120. 
65 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: Andi, 2010).,32. 
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tidak selamanya bahagia dan damai, tetapi pasti sering terjadi 
konflik dari yang sederhana sampai yang kompleks. 
3. Faktor agama dalam perkawinan merupakan hal yang penting 
dalam membangun keluarga. Perkawinan beda agama akan 
cenderung lebih tinggi menimbulkan masalah bila dibandingkan 
dengan perkawinan seagama. Agama merupakan sumber yang 
memberikan bimbingan hidup secara menyeluruh baik termasuk 
dengan panduan agama, keluarga bahagia yang diidam-idamkan 
tiap pasangan lebih mudah tercapai. 
4. Faktor komunikasi dalam perkawinan, komunikasi menjadi hal 
sentral yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri. 
Membangun komunikasi yang baik menjadi pintu untuk 
menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu timbulnya 
konflik yang lebih besar dalam keluarga. 
Bimbingan perkawinan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu 
tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 20`16 Tentang 
Kursus Pra-nikah. Analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan 
bahwa bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pengantin, 
terutama dilakukan oleh lembaga resmi seperti pemerintah daerah. 
Hal ini dikarenakan masih banyak perceraian di lingkup Kabupaten 
Rokan Hulu. Materi yang disajikan selaras dengan fenomena yang 
ada. Kursus pra-nikah yang diterapkan Bupati Rokan Hulu 
materinya dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok dasar, 
kelompok inti, dan kelompok penunjang. Pada kelompok dasar 
materi yang disampaikan meliputi kebijakan kementerian agama 
tentang pembinaan keluarga sakinah dan kursus pra-nikah, 
peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan 
keluarga sakinah, peraturan perundang-undangan KDRT 
(kekerasan dalam rumah tangga) dan masalah perselisihan dalam 
rumah tangga serta solusi penyelesaiannya, dan peraturan 
perundang-undangan tentang perlindungan anak. Di kelompok inti 
materi yang diberikan ialah hukum munakahat dan pelaksanaan 
fungsi-fungsi keluarga. Terakhir di kelompok penunjang materi yang 
disampaikan yakni mengenai manajemen rumah tangga.  
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Peraturan Bupati Rokan Hulu ditinjau dari mempersulit 
perceraian dalam KHI 
Setiap pasangan suami istri menginginkan keharmonisan dalam 
rumah tangga mereka. Namun fakta di lapangan menunjukkan 
bahwa masih banyak perceraian yang diajukan ke pengadilan agama 
setempat. Banyak penyebab terjadinya perceraian, diantaranya tidak 
bisa menjaga ego masing-masing dan saling menuntut secara 
berlebihan. Di dalam Islam perceraian dikenal sebagai talak, yang 
menurut istilah syara’ berarti melepas tali perkawinan dan 
mengakhiri hubungan perkawinan. Definisi tersebut mengandung 
pengertian bahwa perceraian atau talak ialah melepas ikatan tali 
perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan sehingga setelah 
putusnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, 
dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi 
pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi 
suami yang megakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi 
dua, dari dua menjadi satu,dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, 
yang terjadi dalam talak raj‘iy.66 
Ada tiga akibat yang timbul dari perceraian yang dilakukan 
suami dan istri, ketiga akibat tersebut yakni, 67 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka 
pengadilan yang memberi keputusan 
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka 
pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu 
kewajiban bagi bekas istri 
Peneliti menganalisis bahwa saat ini kasus perceraian semakin 
meningkat di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk menghentikan hal itu 
maka pihak-pihak yang terkait harus berupaya untuk mencegahnya, 
salah satunya dengan mempersulit perceraian. Asas mempersulit 
                                                                
66 Ghazaly, Abd Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 192. 
67 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 07, Nomor 02, Desember 2017 
 
495  
terjadinya perceraian diatur dalam Pada UU No. 1 Tahun 1974, 
disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan 
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha 
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang hendak 
bercerai. Untuk melakukan perceraian juga harus ada alasan yang 
cukup kuat bahwa antara suami dan istri tidak dapat rukun kembali 
sebagai suami istri.  
Sebelum hal ini terjadi maka Bupati Rokan Hulu mewajibkan 
warganya yang hendak menikah untuk mengikuti kursus pra-nikah. 
Kursus ini diamanahkan kepada kantor kementerian agama yang 
bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, 
Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 
Kabupaten Rokan Hulu, Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir 
Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan BP4 kecamatan, serta 
masjid besar kecamatan yang mendapat akreditasi dari kantor 
kementerian agama. Tempat penyelenggaraan kursus pra-nikah 
untuk Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, dan 
Bangun Purba juga dilaksanakan di Masjid Agung Madani Islamic 
Centre Pasir Pengaraian. Selain kecamatan di atas, tempat 
penyelenggaraannya juga dilaksanakan di masjid besar masing-
masing kecamatan. Para peserta kursus pra-nikah diberikan sertifikat 
sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat ini menjadi syarat 
kelengkapan pendaftaran nikah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. 
Peraturan Bupati Rokan Hulu ditinjau dari segi Maslahah 
Mursalah 
Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan 
telah dibekukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah 
yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa 
kemanfaatan dan menolak kerusakan.68 Menurut bahasa aslinya kata 
maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, dan salahan yang artinya 
sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.69 Sedangkan kata mursalah 
                                                                
68  Munawir Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan As-Sunnah, Semarang: Bulan 
Bintang, 1955, hal. 43. 
69 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), 219. 
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artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur’an 
dan Al-Hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.70 
Peneliti menganalisis bahwa Peraturan Bupati No. 5 Tahun 
2016 tentang kursus pra-nikah mengandung maslahah mursalah. Hal 
ini disebabkan karena dengan adanya kursus tersebut para calon 
suami dan istri sudah memiliki bekal yang banyak untuk menghadapi 
berbagai masalah yang akan timbul di kemudian hari. Sebab lainnya 
ialah para calon suami dan istri semakin mantap untuk segera 
menikah karena mendapat banyak ilmu dan motivasi dalam kursus 
pra-nikah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu. Selain itu juga program kursus pra-nikah ini bisa menjadi 
agenda yang positif buat para pemuda yang masih takut untuk 
menikah. Para pemuda yang ingin segera menikah namun bekal yang 
dimiliki belum cukup bisa mengikuti program ini bersama calon 
istrinya. Diharapkan dari keikutsertaan mereka bisa mengetahui hak 
dan kewajiban masing-masing, sehingga rumah tangganya bisa 
harmonis dan jauh dari pertengkaran dan perceraian.  
Program kursus pra-nikah ini juga mengandung unsur 
menghindari atau menolak kerusakan. Di antara dampak perceraian 
ialah kenakalan remaja, tindak kriminalitas, dan penyalahgunaan 
narkoba. Ketiga dampak tersebut bisa dihindari dengan adanya 
pengetahuan yang banyak mengenai kehidupan rumah tangga, 
khususnya hak dan kewajiban suami istri. Pada program kursus pra-
nikah dijelaskan banyak hal, termasuk masalah hak dan kewajiban 
suami istri.   
Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar 
yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau 
perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan 
fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai 
perempuan. 
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah 
pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan 
suami-istri. 
                                                                
70 N Munawir Kholil, op. cit 
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3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-
istri. 
4. Dalam pernikahan terdapat kesamaan sifat antara pihak suami 
dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya. 
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk 
menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan 
melanjutkan hubungan silaturahim tanpa batas waktu yang 
ditentukan.71 
Penutup 
Semakin banyak angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu 
membuat Bupatinya membuat kebijakan tentang upaya untuk 
mengurangi hal tersebut, yakni Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 
tentang Kursus Pra-nikah.  
Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga / keluarga dalam 
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi 
perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di 
wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kursus ini wajib diikuti oleh calon 
pengantin, yakni laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 
tahun dan perempuan muslimah sekurang-kurangnya berumur 16 
tahun. Pelaksana dari program ini ialah kantor kementerian agama 
bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, 
badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) 
Kabupaten Rokan Hulu, Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir 
Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan BP4 kecamatan, serta 
masjid besar kecamatan yang mendapat akreditasi dari kantor 
kementerian agama. Para calon pengantin yang sudah mengikuti 
kursus ini akan mendapat sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. 
Sertifikat ini fungsinya sebagai salah satu kelengkapan untuk 
pendaftaran nikah di Kabupaten Rokan Hulu. Materi yang 
disampaikan dibagi menjadi tiga bagian, yakni kelompok dasar, inti, 
dan penunjang. Penyampaian materi dilakukan dengan metode 
ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam waktu 16 jam. 
Narasumbernya berasal dari pemerintah yang membidangi masalah 
                                                                
71 Ibid., 19. 
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perkawinan, konsultan perkawinan dan keluarga, serta tokoh agama 
dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi.   
Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang kursus pra-nikah 
mengandung maslahah mursalah. Hal ini disebabkan karena dengan 
adanya kursus tersebut para calon suami dan istri sudah memiliki 
bekal yang banyak untuk menghadapi berbagai masalah yang akan 
timbul di kemudian hari. Selain itu juga program ini bisa menjadi 
agenda yang positif buat para pemuda yang masih takut untuk 
menikah. Para pemuda yang ingin segera menikah namun bekal yang 
dimiliki belum cukup bisa mengikuti program ini bersama calon 
istrinya. Diharapkan dari keikutsertaan mereka bisa mengetahui hak 
dan kewajiban masing-masing, sehingga rumah tangganya bisa 
harmonis dan jauh dari pertengkaran dan perceraian. Program ini 
juga mengandung unsur menghindari atau menolak kerusakan. Di 
antara dampak perceraian ialah kenakalan remaja, tindak 
kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Ketiga dampak tersebut 
bisa dihindari dengan adanya pengetahuan yang banyak mengenai 
kehidupan rumah tangga, khususnya hak dan kewajiban suami istri. 
Pada program kursus pra-nikah dijelaskan banyak hal, termasuk 
masalah hak dan kewajiban suami istri. 
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